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ABSTRAK

IMPLEMENTASI ASAS PROPORSIONALITAS
DALAM PERJANJIAN PENGELOLAAN
PERKEBUNAN KELAPA SAWIT

Ageng Triganda Sayuti
NIM: 2230112014
345 Halaman
Program Studi Doktor Hukum
Fakultas Hukum
Universitas Andalas
2026

Perjanjian pengelolaan perkebunan kelapa sawit yang proporsional perlu mengelaborasi
tahapan kontraktual dan tahapan pembangunan perkebunan kelapa sawit dengan
meningkatan keterlibatan masyarakat lokal dan internalisasi nilai-nilai kearifan lokal
Perjanjian pengelolaan perkebunan kelapa sawit merupakan instrumen hukum yang
berperan penting dalam mengatur hubungan antara perusahaan perkebunan dan
masyarakat. Kemitraan inti-plasma dalam perkebunan kelapa sawit merupakan
instrumen strategis pembangunan ekonomi nasional yang bertujuan meningkatkan
kesejahteraan petani dalam industri perkebunan kelapa sawit. Dalam praktiknya,
perjanjian pengelolaan tersebut kerap menimbulkan ketimpangan relasi hukum dan
ekonomi akibat lemahnya posisi tawar petani serta dominannya peran perusahaan dalam
proses perancangan dan pelaksanaan kontrak. Dari kenyataan tersebut maka perlu
menempatkan asas proporsionalitas sebagai salah satu asas dalam hukum perjanjian
untuk diuji implementasinya dalam perjanjian pengelolaan perkebunan kelapa sawit.
Dalam penelitian ini dirumuskan masalah yang akan dibahas yaitu, Apa urgensi asas
proporsionalitas dalam perjanjian pengelolaan perkebunan kelapa sawit? Kemudian
bagaimana implementasi asas proporsionalitas dalam perjanjian pengelolaan perkebunan
kelapa sawit di Provinsi Jambi? Serta bagaiamana model perjanjian pengelolaan
perkebunan kelapa sawit yang proporsional. Penelitian ini menggunakan metode
penelitan dengn pendekatan gabungan (mixed research) yaitu penelitian penelitian
hukum yang dilengkapi dengan data empirik, dengan menggunakan teori keadilan, teori
law as tool of social engineering, dan teori perjanjian. Hasil dari penelitian menunjukkan
bahwa urgensi asas proporsionalitas relevan digunakan sebagai pedoman dan arahan
dalam pembentukan perjanjian pengelolan perkebunan kelapa sawit. Kemudian,
Implementasi asas proporsionalitas dalam perjanjian pengelolaan perkebunan kelapa
sawit di Provinsi Jambi tidak semuanya mengakomodir asas proporsionalitas dalam
perjanjian sehigga terdapat persoalan dalam legalitas lahan, posisi tawar masyarakat yang
lemah yang berpengaruh terhadap substansi dari isi perjanjian. Terakhir, model
perjanjian pengelolaan perkebunan kelapa sawit yang proporsional perlu mengelaborasi
tahapan kontraktual dan tahapan pembangunan perkebunan kelapa sawit dengan
meningkatkan keterlibatan masyarakat lokal dan internalisasi nilai-nilai kearifan lokal
yang hidup dan berkembang di masyarakat dalam perjanjian.

Kata Kunci: Asas Proporsionalitas, Perjanjian, Perkebunan Kelapa Sawit.
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IMPLEMENTATION OF THE PRINCIPLE OF PROPORTIONALITY
IN PALM OIL PLANTATION MANAGEMENT
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The management agreement for palm oil plantation is a legal instrument that plays
a significant role in regulating the relationship between plantation companies and
the community. The nucleus—plasma partnership in palm oil plantations serves as
a strategic instrument for national economic development aimed at improving the
welfare of farmers in the palm oil industry. In practice, these management
agreements often result in imbalances in legal and economic relations due to the
farmers' weak bargaining position and the dominant role of companies in the design
and implementation of contracts. Given this reality, it is necessary to incorporate
the principle of proportionality as one of the principles in contract law, to test its
implementation in palm oil plantation management agreements. This study
formulates the issues to be discussed, namely, what is the urgency of the principle
of proportionality in palm oil plantation management agreements? How is the
implementation of the principle of proportionality in palm oil plantation
management agreements in Jambi Province? And what would a proportional model
of palm oil plantation management agreements look like? This research employs a
mixed-method approach, combining legal research with empirical data, using the
theories of justice, Law as a Tool of Social Engineering, and contract theory. The
findings reveal that the urgency of the principle of proportionality is relevant as a
guideline in the formation of palm oil plantation management agreements.
Furthermore, the implementation of the principle of proportionality in Jambi
Province's palm oil estate management agreements does not fully accommodate
this principle, resulting in issues regarding land legality and the weak bargaining
position of the community, which affects the substantive content of the agreements.
Finally, a proportional model for palm oil estate management agreements needs to
elaborate on the contractual stages and the development stages of palm oil
plantations by enhancing local community involvement and internalizing the values
of local wisdom that exist and evolve within the community in the agreement.

Keywords: Principle of Proportionality, Agreement, Palm Oil Plantation.
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